BUPATI MINAHASA SELATAN

mﬂm

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. hahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan
oublik, sarta tercptanya peningkatan kessjahleraan sosial dan
pemerataan pembangunar di Kabupaten Minahasa Selatan, maka
dipandang perly  mengatur  fate  cara  pemnberian dan
pertanggurgjawaban hibah dan bantuan sasal;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 133 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Megeri Momar 13 Tahun 2006 tentang Pecoman
Keuangan Dasrah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomaor 59 Tanun 2007, perlu diatur [l ]y
lanjut mengenai tata cira pemberian dan pertanggungjawaban
hitrah dan bartuan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huref @ dan b perlu menstapkan Feraturan Bupati Minahasa
Selatan tentang tate cara pemberian dan pertanggungjawaban
hibah dan bantuan sosial

Mengingak ! i. Undang-Urdang Momor 8 Tahun 1985 tentang  Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Megara Republik Indomesia Tahun
1985 Momor 44, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momar 3298);

Z.Undang-undang....



Undang-Undarng Momor 16 Tabun 2001 tentang Yayasan
{Lembaran Megara Republik Indonesiz Tahun 2001 Momor 112,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4132)
sebagaimana telah diubah dengan Undeng-Undang Momor 28
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 16
Tashun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 44307;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah: {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahur 2004 Momor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan
Undang-Lindang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang WNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Mazgara Republix [rdonesis
Tahurn 2008 Mamor 59, Tambahan Lembaran Megara Repubilk
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Momor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan
¥euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemarintah Daarah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomdar 126,
Tambahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia Mo 4438);
Poraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 1986 tentang
Peljaksanaan Undang-Undang Momor 8§ Tahun 1985 tertang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1986 Mamor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun
2005 Momor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Momor 45771;

Peraturan Pemerdntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 WNomor 140, Tambahan Lembaran Megara
Republik Tndanesia Nomar 4578);

8. Peraturan Pemarintah....



10.

11.

11.

12,

13,

14,

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerntahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubflk Indonesla Tahun
2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4737];

Perzturan Permerintah Momor & Tahun 2008 tentang
Padaman Bvaluasl Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahb
(Lermbaran Megara Republik Indonesia Tahum 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah MNomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tuegas Pembantuan (Lembaran Megara
Republik, Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4816];

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 tentang Pedoman
Penpelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah divbah dengan
Peraturan Menteri Dalarm MNegerl Momor 5% Tahun Z007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pangelalaan Keuangan Dacrah;

Paraturan Daecrah Momor 9@ Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Heuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2006 Nomor 09 Seri E);

Peraburan Daesrah Momor 2 Tahwn 2008 bentang  Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangar Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatzn (Lembaran Dasrah Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2008 Momor 02 Seri E;

Peraturan Daerak Kabupaten Minahasa Selatan Momor 5 Tahun
00 tentang Anggaran  Pendapatas  dan Belanja  Daerah
Kahupaten Minahasa Selastan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Bupali Minahasa Selatan Momor 1 Tahun 2011 tentang
perjabaran Anggaran Pendapatan dar Belanja Daesrah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN. ..



Menetapkan

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSTAL.

BAB I
KETEMTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraburan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

s
2.

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Minahasa
Selatan.

Kepala Daerah yang selanjutrya disebut Bupatl adalah Bupabi
Minzhasa Selatan.

Urganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleb
anggota masyarakat \Warga Megara Republik Indonesia secara
sukarcla atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan
serta dalam pembangunan dalam rangka mencapal  tujuan
rasional dalarm wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yvang
berdasarkan Pancasila.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisaslflembaga yang
diberttuk  cleh  anggota masyarakat Warga Magara Republik
Indonesia secara sukarela atas kehendak sendisi dan berminat
serta bergerak di bidang kegiatar tertentu yarg ditetapkan oleh
organisasi/lembaga scbagai wujud partisipasi rasyvarakat dalam
upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan
terclaflor secara resmi pada instarsifSKFD vang MMENEngan
masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakar.

Hibah adalsh bantuan dalam bentuk uang kepada Instansi
pemerintah  atau pemerintah  daerah  lain, masyarakat dan
organisasl kemasyarakatan

T.Baniuan soslal....



7, Bantuan sosial adalabh bantuan dalam bentuk uang kepada
kelompokyanggota masyarakat yarg bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat termasuk partai politik.

8. Bantuan Dana Duka adalah bartuan sosial yang diberkan kepada
keluarga vang berduka {kematian dari salah seprang anggota
keluarga’.

9, Penmgguna Anggaran adalzh pejabat pemegang  kewenangan
penggunaan anggaran urbuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsl SKFD vang dipimpinnya.

10, Anggaran Pendapatan dan Belanja Caerah, selanjutrya disebut
APBD adalzh Angoaran Keweangan tahunan pemerintabh dasrah
vang dibahas dan dischsjui bersama ole Pemerintah Daerah dan
DFRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

11, Transfer ke penerima hibah/bardtuan adalah dana vang bersumbser
dari AFED vang dialokasikan untuk hibak/bantuan sosial kepada
pemerima hibahy/harbuan,

BAB II
MAKSUD, TUJUAM DAN RUANG LINGHUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal &

Peratieran ini bermaksud agar setiap pemberian hibah dan bantuan
cosial memiliki mekanisme yvang dapat diperanggunaiawabkan secara
hukum baik secara administrasi maupun fisik.

Bagian Kedua
Tujuar

Pasal 3

{1} Pemberian hibah kepada instensi pemerntah berbusivan untuk
menunjang peningkatan penganggaran fungsi pemerintabhan di
Caerah.

[2).Femberian hibah....



{2] Pemberizn hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk
menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

{3} Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah Lain berujuan untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan pemarintahan dasran
dan layvanan dasar umum dalam rangka kerja sama antar daerah,

{4) Pemberian hibah  kepada masyarakat dan  organisasi
kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipast dalam
penyelanggaraan pembangunan daerah,

Pasal 4

Belamja bantuan sasial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan kepada masyarakat termasuk kelompak masyarakat/partal
poiitik  yang  bertujuan  untuk  peningkatan kesejahteraan  dan
pembinaan kepada kelompak masyarakat/partal politik.

Bagian etlga
Ruang Lingkup

Pacal 5§

Belania hibah dan bantuan sesial dialokasikan dalam APRD

Pasal &

(1) Befanja Hibah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan
urtizk menganggarkan pemberian hibah calam bentuk uang
kepada pemerinkah, pemerintah  daerah lain, dan kelompak
masyarakat/perorangan yang secara spesifk  telah ditetapkan
peruntukkanmya.

(2] Pemberian hibah dalam bentuk uang sebagalmana pada ayat (1)
dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerab belah memenuhi
seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar
pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7....



(1)

(2)

(3}

(1)

(2)

(33

Fazal 7

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal & bersifat
bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menaras dan tdak
wajib serta harus digunakan sesuai dengan parsyaralan vang
ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah,

Maskah perjanjlan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurargriya memuat identitas pemberi hibah, identitas
penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang
dihibahkan.

Hibah wang diberkan sccara Udak mengikat’idak secara terus
menerss  sehagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
mempertimbanakan pada kemampuan keuvangan daerah dan
kebutuhan  ztas  keglatan  tersebut  dalam  menunjang
pervyelenggaraan pemerintahan daerah,

Pasal 3

Bantuan sosial diberikan tidak secam terus  menerustidak
berulang satiap tahun anggaran, selektf dan memlllkl kejelasan
peruntukan penggunaannya.

Untuk memenuhi furgsi APBD sebagai instrumen keadilan dan
permarataan  dalam  upava  peningkatan  pelayanan  dan
kesejahteraan masyarakat, bantuen dalam bentuk uang dapat
dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhl selurub
kebutuhan belanja  wrusan walib guna terpenuhinya  skandar
pelayanan minlmum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
uridangar:.

Bantuan kepada partal pollitk diberikan sesuai dangan ketentuan
perundang-undangan yang dianggarkan dalam bantuan soslal.

BAB III
PERSYARATAN PEMOHON

Bagian Ke=saby
Hibah

Pasal 9...



Pasal 9

(L) Pemohaon hibah mengajukan  permchonan kepada Bupatl

dilengkapi cengan proposal, vang memuat:
latar belakang;
maksud dan bujuan;

a.
2
i
d.

=

rencana biaya;

wakiu pelaksanaan;

lokasi kegiakan

{2y Permohonan unbuk kebusuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan
administrasi dan teknls,

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Fasal 10

(1} Barmtuan sosial dapat diberkan  setelah  sekurang-kurangnya

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

.

C.

proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinc

dan jelas mengenai waktu, obyek dan lokasi kegiatan;

nama lengkap pemahaon (termasuk gelar dan bitel bila ada);

membuat Surat Pemmyataan sekurang-kurangnya memuat hal-
hal sebagai berkut;

L.

barsedia mempertanggungjawabkan dan  melaparkan
penggunaan dana bantuan scslal kepada Bupatl cg.
Pengguna Anggaran;

menatassahakan dan meryimpan  bukb-buktl  sesua
ketentuan;

hersedia untuk  dilakukan pemeriksaan  oleh  Aparat
Pameriksa sesual ketentuean parundang-undangar.

Fasal 11

(1} Besaran jumlah bantuan sosial yang dapat diberkan untuk setiap

proposal adalah sebagai berkut:

a.Untuk pembangunan....



(2)

a. Untuk pembangunan Rumakh Ihadan/Kegiatan
keagamaan/Kemasyarakatan paling banyak Rp.10.000.000
{Sepuiub juta rupiah).

b. Umbtsk  kegiatan  Usaha  Mikro/Kecil  paling  banyak
Rp.2.000.000 {Dua juta ruplah).

€. Untuk blaya Pengobatan/Perawstan di Rumah Sakit paling
barak Rp.1.000.000 [Z=tu juta nupiab).

d.  Urtuk bartuan bagi Parzi Politik besaran sesual aburan
parundang-undangarn.

Bupali sclaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangar

Daerah  dan  herdasarkan  pertimbangar  bertertu  dapat

menatapkar pernbeorlan bantuean sosizl secara khusus kepada

lembaga/orgenisasl  sosial dan kemasyarakatan,  serta
lembaga/organisasi  profesi  ataw  perorangan  sesuai  aturan
perundang-undangan.

Fasal 1.2

Bantuan sosial tidzk digunakan untuk membiayat:

a.
b.

Ci

(1)

(2)

(1)

keglatan vang bersifat peravaan;
pemberian hadiah/cinderamataarangan bunga;

turjangan ban raya,

Fasal 13

Bantuan sosial Bdzk dapat diserikan kepada
arang/lembaga/organisasi yang mensnma danfatae mamperndah
alokasi anggaran yang telah ditats dan/atau bersumber dard APBD
Kabupaten Minahasa Selatan,

Bantuan sosial fidak dapat diberikan 2 [dua) kali berturub-turut
kepada  orangflembacaforgeanisasi dalam tahun anogeran vang
barsangkutan.

Pasal 14
Pergouna Angoaran wajib menganalisa kelayakan proposal dan
ketersediaan  dana  sebagai  bahan  pertimbangan Bupati

memberikan bantuzan sosial.

(2).Untuk kepentingan....



(2]

(3)

(4)

{1}

(2)

Untuk  kepentingan  schagaimana dimaksud pada  avak (1),
Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informast dan
persvaratan [ain kepada Pemahon.

Pengguna Angogaran melakukan oemarikssan berkas
permohonan/proposzl  bentuzn dengan memperhatikan  hal-hal
sebagalimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 12 ayat (1) dan
avat (2}

Apakila  dalam  pomerksazn berkas ditemukan  hal=hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2), maka permohonan dimaksud fidak dapat diproses
pencairannya dan wajib dikembalikan kepada pemohon,

Pasal 1%

Khusus untus pemheran bantuan sosal dana duka dilaksanakan

melalui mekanisme sebagal berkut:

a. Lurab/Hukum Tua yang bersangkutan membuat  surat
keterangan kematian dan melaporkan peristwa kematlan
dimaksud kepada Camat yang bersangkutar,

b. Camat berdasarkan surat keterangan dari Hukum Tua
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan laparan
kepada Bupati melalui Sekretarls Daerah atau Pejabat yang
diturijuk.

¢, Laporan sebagaiman dimaksud pada huruf b didisposisikan
kepada Pengguna Anggaran untuk dicairkan.

d. Danz yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada huruf
langsung diserabkan oleh Camat mengatasnamakan Bupat
kepada Keluarga yang berdukalAhli Waris,

Besaran bantuan sesial dana duka sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sehesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB I MEKAMNISME PEMNCAIRAN. ..



(13

{2)

(3)

(1}

(2)

(3

(4)

BABE IV
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 16

Proposal calon penerima hibah yarmg telah dilengkapi  dengan
Maskah Perjanjizn Hibah dan bantuan sosial yang telah diteliti dan
telah mendapatkan persetujuan besarmya dana hibah  atau
bantuan sosial diproses pencairannya sesual aturan perundang-
undanagar.

Pambarian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan secara penuh atzu secara bertahap sesuai kebutihan
melalul rekening vang bersangkutan pada Bank Pemesintah.
Mekanisme pencairan hibah dan bantuan sosizl salain dana duks
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 15,  dilaksanakan
sebagaimana bagan mekanisme terampir yang merupakan satu
vesatuan vang tidak terpisahkan dengar Peraturan Bupati ini.

BAB ¥
LAPORAM DAN PERTANGGUNGIAWABAN

Pasal 17

Penerima hibah dan bantuan sosial wajlb melaporkan dan
mempertanggungjawabkan  hibah  yang  diterimanya, balk
pertanggungiawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan
bukti peruntukan penggunaannya.

Laporan dan Pertanggungjawaban penerima hibah dan banbaan
snsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Sekretaris Dacrah selambat-lambatnya 2 {dua)
bulan setelah pelaksanaan kegiatan sslesai.

Dalam hal pemberian hibah dilaksanakan secara bertahap laparan
pertanggungjawaban disampaikan por tahapan pencairan.

Apabila laparan dan pertanggungjawaban panggunaan  hibah
sebagaimana dimaksud pada avat (3) belum clsampalkan, maka
pencalran tahap berikutnya tidak akan diproses,

Fzsal 18.apabila penerdma...



BAE VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berakuy pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabuinga, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan,

Ditetapkan  : di Amurang
Pada tanggal : 21 e 2011
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W s, T
Mﬁﬂ_ﬁ‘tﬂﬂv EUGENIA PARUNTU

Diundangkan : di Amurang
Pada tanggal 2011

SEKRETARISDAERAH
SELATAN,

PAN, Msi

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR



